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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah batik dalam mendukung usaha pengembangan
pariwisata di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik. Di dalam
pengelolaan limbah batik, kenyataannya pola pendekatan produksi bersih
belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena sebagian besar industri
batik di kota Yogya membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan
sesuai dengan peraturan ataupun perizinan yang mengatur mengenai hal
tersebut serta belum adanya tindakan konkrit dari instansi terkait untuk
melakukan penindakan terhadap industri batik yang telah melanggar baku
mutu limbah industri khususnya limbah industri batik.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah industri batik dalam
mendukung usaha pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta adalah
tidak adanya efisiensi (inefisiensi) dalam pengolahan industri batik pada
tahapan proses produksi, kurangnya pelatihan terhadap pengusaha batik
guna melakukan produksi karena industri batik banyak dilakukan oleh
masyarakat secara mandiri (home indsutri), dan pengelolaan limbah

industri batik tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

52



B. Saran
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka
tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, air, bahan baku dan
bahan penolong perlu pemahaman dan implementasi produksi bersih oleh
pihak pemilik perusahaan dan para pekerja melalui pelatihan atau
penataran atau benchmark terhadap perusahaan yang sudah menerapkan
produksi bersih.

2. Untuk penanganan limbah yang dibuang langsung ke lingkungan dan
mengingat biaya pengolahan limbah sangat mahal dan memberatkan
pengusaha kecil, diperlukan suatu IPAL bersama yang diprakarsai oleh
pihak Pemda.

3. Instansi terkait perlu lebih melakukan pengawasan dan penindakan
terhadap industri batik yang membuang limbah tanpa melalui proses
pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan ataupun perizinan yang

berlaku.
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